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LEMB

ARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT HULU SUNGAI SELATAN
Nomor 16 Tahun 1999 Seri B No. Seri 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11
HULU SUNGAT SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUST RUMAH POTONMG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11 HULU SUNGAT SELATAN

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajar
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan

Daerah tentang Punqutan Retribusi Ternak perluy
disesuaikan :

. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebaqai-
mana dimaksud pada huruf 3 diatas, perlu
diatur Retribusi Rumah Potong Hewan yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959  tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor
9) sebagas Undang-undang (Lembaran Neqara
Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1820) -+
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. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037) :

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209) -

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3693) -

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor
36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) :

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor- 3692) -

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun

1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah -

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun

1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan:

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun

1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan

Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun

1997 tentang Pedoman tata cara Pemungutan
Retribusi Daerah:

Dipindai dengan CamQcanner



11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun

1997_teqtang Tata Cara Pemeriksaan dibidang
Retribusi Daerah:

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis

Retribusj Retribusi Daerah Tingkat 1 dan
Daerah Tingkat I1-

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1]
Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990
tentang  Penyidik  Peqgawai Negeri  Sipil
dilingkungan  Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Hulu Sungai Selatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat I1 Hulu Sungai Selatan

MEMUTUSKAN
Menetapkan - PERATURAN DALRAH  KABUPATIN  DAF A FTNGEAT

T HULU  SUNGAT SELATAN TENTANG &6 1R1BUS]
RUMAH POTONG HEWAN

BAB ]
KETENTUAN UMM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yanq dimak<us denqan
a. Daerah, adalah Kabupaten Dgerah Tingrat 11 gy Suna-
Selatan :

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dacrah Tina
kat II Hulu Sungai Selatan :

C.Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 1iylu
Sungai Selatan :

d.Dinas Pendapatan Daerah adalah Dina. Pendanatan Daprah
Kabupaten Daerah Tingkat I1 Hulu Sunasér Selatan
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. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan :

.Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah
Tingkat IT Hulu Sungai Selatan:
. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus
Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat IT Hulu Sungai Selatan : '
.Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum
yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta
dipergunakan untuk memotong Hewan :
1. Ternak adalah Lembu, Kerbau, Kuda, Kambing atau Domba, Babi
dan Ungagas ;
).Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan -
.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
1zin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
gegerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
adan :
.Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jjasa yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengatur prinsif
komersial :
. Pejabat Pejabat adalah pegawai yang diber:i tugas tertentu di
bidang Retribusi Daerah sesuai dengan perdturan perundang
undangan yang berlaku :
. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut.
Peraturan Perundang-undangan retribusj diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi -
.Masa Retribusi adalah suatu Jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaat -
kan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak :
. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputh
perseroan terbatas. perseroan kamanditer. perseroan lainnya.
badan usaha milik negara atau dacrah dengan nama dan bentuk
apapun, persekutuan, perkumpulan. firma. kongsi. koperasi ,
yayasan atau organisasi yang sejenis. lembaga dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya
. durat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah
Retribusi yang terutang :
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R.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda :

s.Pemeriksaan adalah serangkaian Kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
retribusi Daerah ;

t. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk
mencar1 serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang
terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB I1I
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut pembayaran

Eetribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong
ewarn.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyedian fasilitas Rumah
Potong Hewan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan  yang
menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang
menurut Peraturan Daerah 1nij diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi., termasuk pemungutan atau pemotongan
retribusi tertentu.
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BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Rumah Potong Hewan

berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, sampel dan unsur
bahan pemeriksaan.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan
didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya
pembangunan, perawatan rumah potong, kebersihan dan
pelayanan pemotongan hewan.

(2) Struktur besarnya tarif Retribusi yang dikenakan kepada
waJib Retribusi ditetapkan sebagai berikut -

Biaya Tempat Pemotongan :

1. Lembu, Kerbau, Kuda sebesar Rp. 7.000,- per ekor.
2. Kambing atau Domba sebesar Rp. 3.000,- per ekor.
3. Babi sebesar Rp. 3.000, - per ekor.
4. Unggas sebesar Rp. 1.000,- per ekor.

(3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasa]
Ini disetor ke Kas Daerah.
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Pasal 9

(1) Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat, dikenakan
retribusi sebesar 50 ¥ (1ima puluh perseratus) dari keten-
tuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

(2) Hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan
untuk usaha tidak dikenakan tambahan retribusi.

(3) Untuk memotong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) pasal ini pemilik harus dapat menunjukan surat

keterangan pemilikan dari Kepala Desa/Kelurahan yang
bersangkutan.

Pasal 10

Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan
atau adat tidak dikenakan retribusi.

BAB VI
KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 11

(1) Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa lebih
dahulu kesehatannya oleh Petugas Ahli.

(?) Petugas Ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap
hewan yang akan dipotong. setelah pemiliknya menunjukan
surat Keterangan dari  Kepala Desa/Kelurahan yang
bersangkutan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal
N1, khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa
kesuburannya oleh Petugas Ahli.

Pasal 12

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)
Peraturan Daerah ini, ternyata hewan tersebut menderita
sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif,
Petugas Ah1i dapat atau harus menolak hewan tersebut untuk
dipotong.
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Pasal 13

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah

ini, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada
petugas Ahli atas biaya pemilik hewan.

Pasal 14

Pemotongan Hewan selain kambing dapat dilaksanakan diluar

Rumah Pemotongan Hewan setelah pemilik dapat menunjukkan Kartu
Potong Hewan.

Pasal 15

(1) Juru Periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan
anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah
dipotong.

(2) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang
dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet,
sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan
oleh Juru Periksa Daging atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

(1) Retribusi dipungut dengan mengqunakan SKRD atau Dokumen
lain yang dipersamakan.

(2) Hasil pungutan Retribusi sebagaiamana dimaksud dalam Pasal
8 Peraturan Daerah ini diselor ke Kas Daerah melalun
Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Kantor Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Irngkat 11 Hulu Sunga»
Selatan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Daerah lingkat
IT Hulu Sungai Selatan.
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BAB IX
SANKST ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang

terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi
sekaligus dimuka.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran
Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat 1lain yanq
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penaqgihan
retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) harm sejak
Jatuh tempo pembayaran.

(?) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat Tain yang sejenis, Wajib
Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(3) Surat  teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
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BAB XII
KADALUWARSA

Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarasad
setelah melampaul jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib
rotribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
(2) Xadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini tertangquh apabila :
5. Diterbitkan Sural Teguran dan atau ;
b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik
Tangsung maupun tidak langsund.

BAB XITI
TATA CARA PENGHAPUSAN PTUTANG
RETRIBUST YANG KADALUWARSA

Pasal 27
(1) Piutang Retribust yana tidak mungkin ditagih 1ag karena

hak untuk melakukan penagihan sudah radaluwarsa dapal

dihapus. ‘
(2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang
Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana

dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB X1V
PENGAWASAN

Pasal 723

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah 1n1.

10
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BAB Xv
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga meruaikan keuangan Daerah diancam pidana Kurungan
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4
(empat) kali jumlah retribusi terytang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diTingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
N1 adalah :

d. menerima.  mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau Taporan berkenaan dengan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi Tengkap dan jelas:

b. meneliti, mencari. dan mengumpulkan keterangan
mengenal orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
prdana Retribusi Daerah -

C. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
dtau badan schubungan dengan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah:

d. memeriksa buku-buku. catatan-catatan, dan dokumen-
dokumen 1ain berkenaan dengan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah: .

€. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:



. meminta bantuan tenaga ah1i dalam rangka pelak
f tugas penyidikan tindak pidans dibidang acinaKer
Daerah. _
g. menyuruh berhenti melarang seseoran

: ; orang d
dokumen yang dibawa seba%f1mana dimak an atau
. memotret seseorang yang berkaitan den an tin e
h Retribusi Daerah; g dak pidana

i. memanggil orang untuk didengar keterangann
diperiksa sebagai tersangka atay saks - gannya dan

j. menghentikan penyidikan:

k. melakukan tindakan 1ain yang perlu unty

menurut hukum.yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

ketentuan yang diatur dakam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidang.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum Cukup diatur dalam Peraturan Daerah 1ini

sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih Tanjut
oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

(1) Dengan berlakunya Peraturan Uaerah 1ini, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Hulu Sungai Selatan

Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pemungutan Retribusi Ternak
dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah  ipi mulai berlaku pada tanggal
diundangkan .

12

Dipindai dengan CamQcanner



-

pgar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

ndangan Peraturan Daerah ini dengan penempa
Egaggran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IP %ﬁﬂ?ﬁasﬂgég?

selatan.

Ditetapkan di : Kandangan
pada tanggal : 4 Mare% 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ~ BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

ATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAT SELATAN
HULU SUNGAT SELATAN '
Ketua, R
Cap Cap. TTD
TTD
H. MARZUQIE, BA. Drs. H. SAIDUL HUDARIE

Disankan olenh Menteri Dalam Negeri

dengan Surat Keputusan :

Nemor @ 974.43-1226

Tanggal : 18 Oktober 1999 oo

- Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan.
Memor  : 16 Tahun 1999 Seri B No. Seri 6
Tanggal : 26 Oktober 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
e oo HULU SUNGAT SELATAN,

-
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

1. PENJELASAN UMUM.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
yang merupakan Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka dipandang perlu melaksanakan penyempurnaan
dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 1987
tentang Pungutan Retribusi Ternak. Penyempurnaan dan
penyesuaian dimaksud adalah dalam rangka untuk
mengantisipasi semakin pesatnya perkembangan kebutuhan
masyarakat terhadap daging di Kabupaten Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan, serta dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan pemotongan
hewan secara lebih baik dan terjamin kesehatannya.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
yang menggunakan jasa Rumah Potong Hewan diperlukan biaya
yang berkesinambungan, karenanya sebagai jasa nyata dari
Pemerintah Daerah dalam pelayanan tersebut wajar
dikenakan Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai sumber
Pendapatan As1i Daerah (PAD). Pengenaan Retribusi Rumah
Potong Hewan tersebut adalah untuk menggali partisipasi
masyarakat dalam menunjang pembangunan terutama dalam
bidang Peternakan.

I1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .
Pasal 1 s/d Pasal 8 - Cukup Jelas.
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pasal 9 ayat (1)

pasal 10
Pasal 11 ayat (1)

Pasal 11 s/d Pasal 13
Pasal 14

Pasal 15 s/d 27

Keperluan hajat adalah keper-
luan untuk selamatan, perkawi-
nan dll.

Cukup Jelas.

Yang dimaksud Petugas Ahli
adalah Dokter Hewan atau
Mantri Hewan yang mempun-
yai keahlian dalam bidang
peternakan.

Cukup Jelas.

Yang dimaksudkan selain
Kambing disini adalah jenis
Ternak Besar seperti

Lembu, Kerbau dan Kuda.

- Cukup Jelas.
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